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ABSTRACT  
EFFECTIVENESS IMPLEMENTATION OF MOBILE PROTECTION FUNCTIONS 
FARMLAND INTO LAND NON AGRICULTURAL IN KEDIRI 
(Study of the Effectiveness of Article 6 Verse 8 letter (b) of Kediri District Number 14 Year 
2011 About Plan Regional Spatial Kediri Year 2010-2030) 
 
Yanwar Rachmanto, NIM. 105010107111117, Law State Administration, University of 
Brawijaya, September 2014, “EFFECTIVENESS IMPLEMENTATION OF MOBILE 
PROTECTION FUNCTIONS FARMLAND INTO LAND NON AGRICULTURAL IN 
KEDIRI”, Prof. Dr. Sudarsono, SH, MS dan Dr. Iwan Permadi, SH, MHum 
 
Key word: Effectiveness, Transfer Function, Agricultural Land. 
In this research, the author discusses the problems conversion of agricultural land into 
non-agricultural land in Kediri from year to year continues to increase, which may result in 
declining yields and therefore contributes to the economy and public welfare Kediri. 
In Kediri, known to the vast amount of 1035.509 hectares of agricultural land decreased 
from 47 166 in 2010 which initially decreased to 2014 year 46130.491 acres of agricultural land 
with reduced impact on the results of primary food production (rice), in 2009 to 2011 results rice 
production in Kediri, falling to 1,126 tons. The number is feared to be higher if no protection 
programs of agricultural land from conversion. 
By looking at the above facts in writing this research, the author takes the title 
“Effectiveness Implementation of Mobile Protection Function Farmland Into Land Non 
Agricultural In Kediri”, (Study of Effectiveness of Article 6 Paragraph 8 letter (b) of Kediri 
Regency Regulation No. 14 Year 2011 concerning Spatial Planning Kediri Year 2010-2030). 
The method used is the juridical sociological approach. It examines the socio-juridical 
approach to the problem of Article 6 Paragraph 8 letter (b) of Kediri Regency Regulation No. 14 
Year 2011 on Spatial Planning Kediri Year 2010-2030 with the reality that exists in the 
community. 
The results of this study are known to the legal substance of Kediri Regency Regulation No. 
14 Year 2011 on Spatial Planning Kediri Year 2010-2030 regarding the protection of agricultural 
land from conversion run is not effective on its own because the statute factor undetermined 
object protected rice field in local regulation, to be effective in practice when seen from the law 
enforcement factor, becomes effective when seen from a factor due to the availability of 
infrastructure facilities for pre means. Of community factors become less effective due to lack of 
awareness and knowledge about the importance of farmland protection in Kediri., And became 
effective when viewed from the cultural factor. 
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ABSTRAK 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DARI ALIH 
FUNGSI MENJADI LAHAN NON PERTANIAN DI KABUPATEN KEDIRI 
(Studi Efektivitas Pasal 6 Ayat 8 Huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri 
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 
2010-2030) 
 
Yanwar Rachmanto, NIM. 0105010107111117, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, 
Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2014, “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN 
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DARI ALIH FUNGSI MENJADI LAHAN NON 
PERTANIAN DI KABUPATEN KEDIRI”, Prof. Dr. Sudarsono, SH, MS dan Dr. Iwan 
Permadi, SH, MHum 
 
Kata kunci: Efektivitas, Alih Fungsi, Lahan Pertanian. 
 
Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah alih fungsi lahan pertanian 
menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Kediri dari tahun ketahun terus meningkat, yang dapat 
mengakibatkan menurunnya hasil panen sehingga berpengaruh terhadap perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.  
Di Kabupaten Kediri, diketahui jumlah luas lahan pertanian menurun 1.035,509 hektar 
dari ditahun 2010 yang semula 47.166 menurun menjadi 46.130,491 hektar ditahun 2014. 
Dengan berkurangnya luas lahan pertanian berdampak pada penurunan hasil produksi pangan 
utama (padi), ditahun 2009 sampai 2011 hasil produksi padi di Kabupaten Kediri menurun 
mencapai  1.126 ton. Angka tersebut dikhawatirkan akan semakin tinggi apabila tidak dilakukan 
program-program perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi.  
Dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas dalam penulisan skripsi ini, penulis 
mengambil judul “Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi 
Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kabupaten Kediri” (Studi Efektivitas Pasal 6 Ayat 8 
Huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030) 
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis 
sosiologis ini mengkaji permasalahan dari Pasal 6 Ayat 8 Huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten 
Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 
2010-2030 dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. 
Hasil dari penelitian ini diketahui secara subtansi hukumnya maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Kediri Tahun 2010-2030 terkait perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi berjalan tidak 
efektif pada Faktor Hukumnya sendiri karena belum ditentukan objek sawah yang dilindungi 
dalam peraturan daerah tersebut , menjadi efektif dalam pelaksanaannya apabila dilihat dari 
Faktor Penegak hukumnya, menjadi efektif apabila dilihat dari faktor sarana dan prasarana 
dikarenakan tersedianya sarana pra sarana. Dari faktor masyarakatnya menjadi kurang efektif 
karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan lahan 
pertanian di Kabupaten Kediri., dan menjadi efektif jika dilihat dari faktor kebudayaan. 
3 
 
 
LATAR BELAKANG MASALAH 
Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang dianugerahkan daya tarik di 
bidang  sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia sangat luar biasa, sehingga tidak heran 
jika Indonesia disebut-sebut sebagai “potongan surga yang jatuh ke bumi”. Hal tersebut tidak 
lain dan tidak bukan karena apapun bisa didapat di Indonesia. Indonesia juga mempunyai 
keanekaragaman hayati yang tinggi.Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, 
seperti hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak 
bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.  
Sumber daya alam di Indonesia yang paling menonjol ialah di bidang pertanian. Maka dari 
itu Reynold Basrie mengatakan
1
, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara 
yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan 
Negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat 
beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan Negara Indonesia sebagai negara agraris 
terbesar di dunia.  
Menurut Anita
2
, Indonesia sebagai negara agraris juga didukung dengan luas daratan 
kurang lebih 190,9 juta hektar. Dari keseluruhan luasan tersebut, 37,1 % telah dimanfaatkan 
untuk kegiatan budidaya, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, ladang dan 
penggunaan lainnya, sedangkan 62,9% lainnya berupa hutan. Maka dari itu, sangatlah 
memungkinkan Indonesia untuk mengedepankan pengelolaan lahan pertanian agar dapat 
menghasilkan pertanian berupa kebutuhan pangan pokok jauh lebih baik dari pada negara lain. 
Sebagian besar penduduk di daerah kabupaten/kota di seluruh Pulau Jawa tergantung pada 
hasil pertanian, begitu pula Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah 
yang diharapkan menjadi salah satu penyangga produksi pangan di Jawa Timur. Hal ini 
disebabkan adanya ketersediaan lahan yang subur dan sarana dan prasarana yang memadai. 
Namun karena adanya kebutuhan lahan untuk pembangunan mengakibatkan adanya peralihan 
pemanfaatan lahan termasuk lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Hal ini tentu saja akan 
mengakibatkan dampak yang luas baik ekonomi, sosial maupun lingkungan.  Alih fungsi lahan 
pertanian akan mengakibatkan kerugian yang besar pada sektor pertanian dalam arti luas karena 
akan menurunkan produksi pangan dan pendapatan rumah tangga petani. Alih fungsi lahan 
pertanian merupakan masalah yang serius karena dapat berdampak terhadap ketahanan pangan 
dan kesejahteraan petani.  
Widodo Imam dalam radar Kediri menyebutkan lahan pertanian di Kabupaten Kediri terus 
beralih fungsi tiap tahunnya untuk mengakomodasi kebutuhan perumahan, industri dan jasa.
3
 
Kondisi petani di Kabupaten Kediri rata-rata luas kepemilikan lahan petani masih kurang dari 
0,25 hektar dan masih banyak yang bekerja sebagai buruh tani. Hal ini berdampak pada sulitnya 
upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. 
                                                 
1
 Reynold Basrie, 2013, Negara Maritim Dan Agraris(online), http://www.sharing-
informasi.com/2013/12/negara-maritim-dan-agraris.html, (05 Maret 2014) 
2
 Anita Widhy Handari, Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang, Tesis tidak diterbitakan, Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, 
Semarang, 2012, hal 1 
3
Radar Kediri, 21 september 2013, Lindungi 49 Ribu Ha untuk Lahan Pertanian, hal 33 
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Melihat fenomena di atas, maka dalam pemanfaatan sumber daya lahan, dibutuhkan suatu 
kearifan dan menjaga keseimbangan lingkungan dengan menerapkan teknik konservasi yang 
tepat sehingga pemanfaatan sumber daya lahan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai 
dalam rangka mengfungsikan lahan untuk memenuhi kebutuhan sekarang maupun generasi 
mendatang. Artinya bahwa dalam pemanfaatan lahan untuk pengembangan pertanian diperlukan 
perencanaan dan penanganan yang tepat dan bertanggung jawab, agar lahan tersebut tidak 
terdegradasi dan tetap memberikan keuntungan ekonomi. 
Mengingat makin luas dan cepatnya laju degradasi tanah, dan masih lemahnya 
implementasi konservasi tanah di Indonesia, maka perlu segera dilakukan upaya terobosan yang 
efektif untuk menyelamatkan lahan-lahan pertanian. Upaya konservasi tanah harus mengarah 
kepada terciptanya sistem pertanian berkelanjutan yang didukung oleh teknologi dan 
kelembagaan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan sumber 
daya lahan dan lingkungan. 
Peran dan kebijakan pemerintah sangat penting dan menentukan keberhasilan upaya 
konservasi tanah, guna mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan, yang dicirikan 
dengan tingkat produktivitas tinggi dan penerapan kaidah-kaidah konservasi tanah. Upaya 
konservasi tidak akan berhasil apabila dipercayakan hanya kepada pengguna lahan, karena 
terkendala oleh berbagai keterbatasan, terutama lemahnya modal kerja.  
Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka sudah ada kepedulian dari pemerintah pusat untuk 
melindungi lahan pertanian yang semakin hari semakin menyusut tinggal bagaimana 
implementasinya di lapangan. Karena di Indonesia menganut asas pemerintahan desentralisasi 
yang menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Maka sudah sepatutnya Pemerintah Daerah Provinsi, 
Kabupaten/Kota merealisasikan UU Nomor 41 tahun 2009 ke dalam produk Peraturan Daerah 
masing-masing Provinsi, Kota dan Kabupaten. 
Kabupaten Kediri sendiri melalui Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 pasal 6 ayat 8 huruf (b) sudah menyertakan kebijakan 
mengenai mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi yang berisi sebagai berikut 
“mempertahankan sawah beririgasi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan 
mengendalikan perubahannya”, yang artinya melindungi lahan pertanian agar tidak beralih 
fungsi menjadi lahan non pertanian. 
Berangkat dari isu dan latar belakang di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil 
judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DARI 
ALIH FUNGSI MENJADI LAHAN NON PERTANIAN DI KABUPATEN KEDIRI (Studi 
Efektivitas Pasal 6 Ayat 8 Huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 
Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030). 
Untuk mengkaji bagaimana penerapan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Kediri apakah 
sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 14 tahun 2011 dalam 
kenyataannya di masyarakat. 
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PERMASALAHAN 
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi 
lahan non pertanian di kabupaten Kediri yang sesuai dengan pasal 6 ayat 8 huruf (b) Peraturan 
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030? 
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam 
pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi lahan non pertanian di 
kabupaten Kediri? 
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengatasi 
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi 
lahan non pertanian di kabupaten Kediri? 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang penelitian empiris. Menurut 
Abdulkadir. M
4
 , penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum yang 
dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang 
dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat yang dihubungkan dengan peraturan 
yang ada. Menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Wahyudi
5
, pendekatan 
yuridis sosiologis digunakan agar dapat diungkap dan didapatkan makna yang mendalam dan 
rinci terhadap objek penelitian dan nara sumber.  Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan 
menelaah Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 dalam kaitanya perlindungan 
lahan pertanian dari alih fungsi lahan di Kabupaten Kediri. Pendekatan yang akan penulis 
gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yang dimaksud yuridis yaitu tinjuan 
berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Sedang sosiologis mengacu pada 
aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat. 
Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yang dapat dikatakan sebagai populasi 
adalah Kantor Dinas Pertanian Kabupaten. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini 
ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara 
mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Purposive sampling digunakan dengan 
menentukan kriteria khusus terhadap yang didasarkan pada tujuan tertentu, dalam hal yang akan 
diteliti adalah:  
1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri yang diwakili oleh Purwanto bagian Humas Dinas 
Pertanian Kabupaten Kediri. 
2. 5 orang petani di Kabupaten Kediri 
Jadi jumlah responden dari penelitian ini adalah 6 Orang terdiri dari 1 Kepala Dinas 
Pertanian Kabupaten Kediri yang diwakili oleh purwanto bagian humas Dinas Pertaninaan 
Kabupaten Kediri dan 5 orang petani. 
 
 
 
 
                                                 
4
 Abdulkadir.M, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Adity, Bandung, 2004. hal 54 
5
 Wahyudi, Pendekatan Yuridis Sosiologis, http://www,unseod.ac.id, (13 Maret 2014) 
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PEMBAHASAN 
Efektivitas pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi lahan non 
pertanian di kabupaten Kediri yang sesuai dengan pasal 6 ayat 8 huruf (b) Peraturan 
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 
Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 4 tahun terakhir 
mencapai 956,368 hektar, dengan rincian luas lahan sawah Kabupaten Kediri ditahun 2010 
seluas 47.166 hektar. 
Tabel 4.1 
Data Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Kediri Tahun 2011-2013 
No Tahun Menurun (hektar) Luas Lahan (hektar) 
1 2011 140 47.026  
2 2012 233,341 46.792,659  
3 2013 590,430  46.202,229  
4 2014 71,638  46.130,491  
 
Sumber : Data Sekunder Dinas Pertanian Kabupaten Kediri (sudah diolah) 
 
Melihat data di atas penurunan luas lahan pertanian di Kabupaten Kediri dalam kurun 
waktu 4 tahun terakhir mencapai angka 1.035,509 hektar. Alih fungsi lahan pertanian terbesar 
terjadi di tahun 2013 dengan luas lahan yang dialihfungsikan mencapai 590,430 hektar. Data di 
atas dengan catatan ditahun 2014 belum keseluruhan terdata karena hanya terhitung bulan januari 
hingga agustus. Data tersebut diambil dari permohonan masyarakat yang izin kepada Dinas 
Pertanian Kabupaten Kediri untuk alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Jadi 
yang terhitung masuk hanya yang izin kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, yang ilegal 
belum termasuk dalam data tersebut.  
Dari menurunnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi lahan non pertanian di 
Kabupaten Kediri berdampak pada menurunannya ketersediaan pangan utama penduduk (padi), 
selama tiga tahun terakhir, trennya turun. 
Tabel 4.2 
Data Produksi Pangan Utama (Padi) Kering 
di Kabupaten Kediri Tahun 2009-2011 
Tahun Produksi padi (ton) Penurunan (ton) 
2009 316.456  
2010 316.330 126 
2011 315.330 721 
Sumber : Data Sekunder Dinas Pertanian Kabupaten Kediri 
Melihat data di atas hasil panen padi di Kabupaten Kediri terus mengalami penurunan dari 
tahun 2009 sampai 2011 mencapai 847 ton. Hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya lahan 
pertanian yang berlihfungsi setiap tahunya.  Penulis hanya menyertakan hasil panen padi selama 
kurun waktu 2 tahun dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian 
Kabupaten Kediri. Jika melihat dari data di atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 
Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 tidak 
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efektif karena masih banyaknya alih fungsi lahan pertanian. Berbicara masalah efektivitas hukum 
menurut Soerjono Soekanto Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-
faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut
6
:  
1. Faktor hukumnya sendiri 
2. Faktor Penegak hukum 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan 
ditetapkan 
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil, karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 
karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
 
Menurut Soerjono Soekanto kelima faktor tersebut berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada Efektivitas 
penegakan hukum.
7
 Maka di dalam penulisan ini kita menganalisis tentang ke lima faktor 
efektifitas hukum tersebut di dalam pelaksanaan Maka di dalam penulisan ini kita menganalisis 
tentang ke lima faktor efektivitas hukum tersebut di dalam pelaksanaan efektivitas peraturan 
daerah Kabupaten Kediri nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah 
Kabupaten Kediri tahun 2010-2030 dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian dari 
alih fungsi lahan di Kabupaten Kediri. 
1. Faktor Hukumnya sendiri 
Kabupaten Kediri sendiri telah membuat kebijakan terkait perlindungan lahan pertanian 
dari alih fungsi yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana 
Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030. Tepatnya dalam pasal 6 ayat 8 
huruf (b) yang berbunyi “mempertahankan lahan sawah beririgasi sebagai lahan pertanian 
pangan berkelanjutan dan mengendalikan perubahannya”. Dilihat dari pasal di atas dapat 
dijelaskan bahwa sawah beririgasi merupakan bagian dari lahan pertanian pangan yang 
berkelanjutan, yang mana lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan pertanian yang 
dilindungi dan tidak boleh untuk dialihfungsikan kecuali demi kepentingan umum dan dengan 
syarat
8
: 
a. Dilakukan kajian kelayakan strategis; 
b. Disusun rencana alih fungsi lahan; 
c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan 
d. Disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
dialihfungsikan. 
Menurut Purwanto
9
, bagian humas Dinas Pertanian Kabupaten Kediri Peraturan Daerah 
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 
2010-2030 terkait perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi sudah sangat baik tinggal 
bagaimana pelaksanaannya. Kita dalam hal ini masyarakat, petani dan pemerintah kabupaten 
kediri harus bekerja sama untuk mewujudkan tujuan dari perlindungan lahan pertanian dari 
alih fungsi agar luas lahan pertanian di Kabupaten Kediri tidak berkurang setiap tahunnya. 
                                                 
6
 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada), 2011. hal. 8. 
7 Ibid. hal. 9. 
8
 Undang-undang nomor 41 tahun 2009. Pasal 44 ayat 3 
9
 Hasil wawancara dengan bagian humas Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, tanggal 28 Agustus 2014 
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Karena berkurangnya lahan pertanian yang terus meningkat dapat menimbulkan dampak bagi 
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat 
Kabupaten Kediri menopang kehidupannya pada sektor pertanian. 
Dengan adanya peraturan daerah tetapi lahan pertanian di Kabupaten Kediri terus 
mengalami alih fungsi setiap tahunnya, penulis mencoba memberikan penjelasan penyebab 
dari meningkatnya alih fungsi lahan pertanian. Melihat isi dari Peraturan Daerah nomor 14 
tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 
ketentuan mengenai perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi sudah diatur di dalam pasal 
6 ayat 8 huruf (b), akan tetapi mengenai obyek dari lahan pertanian yang dilindungi belum 
disertakan dalam peraturan daerah tersebut. Belum adanya penetapan mengenai lahan 
pertanian/sawah daerah mana yang dilindungi, sehingga menimbulkan kesulitan bagi Dinas 
Pertanian Kabupaten Kediri dalam menanggulangi alih fungsi lahan pertanian. 
Ketidak efektifan dari peraturan daerah tersebut terkait perlindungan lahan pertanian 
dari alih fungsi dikarenakan belum ditentukannya objek yang dilindungi, sehingga  masih 
banyak alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kediri. Suatu tujuan tidak akan pernah 
tercapai jika objeknya belum ditentukan. Begitu juga dengan lahan pertanian di Kabupaten 
Kediri setiap tahunnya akan terus beralih fungsi karena belum ditentukan lahan pertanian 
daerah mana saja yang dilindungi. 
Hal ini juga dibenarkan oleh Purwanto
10
 bahwa Dinas Pertanian mengalami kesulitan 
dalam menolak permohonan izin masyarakat dalam hal pengeringan lahan pertanian atau alih 
fungsi lahan pertanian untuk keperluan di luar pertanian seperti dibuat peternakan, industri 
diluar pertanian, pemukiman dll, karena pemerintah daerah belum menentukan lahan 
pertanian mana yang tidak boleh dialihfungsikan. 
2. Faktor Penegak Hukum 
Faktor selanjutnya yang dianalisis berkaitan dengan efektivitas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Kediri Tahun 2010-2030 dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian dari alih 
fungsi adalah faktor penegak hukumnya, artinya bagaimana aparatur Pemerintah Kabupaten 
Kediri bekerja untuk mensukseskan aturan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 
Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 dalam 
kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi. 
Perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi di Kabupaten Kediri menurut Purwanto 
bagian humas Dinas Pertanian Kabupaten Kediri pada pelaksanaannya Dinas Pertanian 
Kabupaten Kediri selama ini sebagai leading sector  pada kegiatan pencegahan alih fungsi 
lahan pertanian dan pelayanannya dibantu oleh peran serta masyarakat, petani dan kelompok 
tani. Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Pertanian bekerja sama dengan Dinas Penyuluhan 
Pertanian. Untuk mewujudkan terlaksananya perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi 
Dinas Pertanian Kabupaten Kediri menyiapkan 26 Petugas Lapangan atau biasa disebut 
Mantri Pertanian, setiap kecamatan terdapat 1 (satu) mantri pertanian. 
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Suprayitno
11
 mantri pertanian kecamatan papar beliau 
menyatakan bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Kediri terdapat mantri pertanian yang 
mana bertanggung jawab atas pertanian di kawasan yang menjadi kuasanya atas tugas dari 
Dinas Pertanian. Mantri pertanian bersiap untuk menampung keluhan-keluhan para petani dan 
kelompok tani yang mengalami masalah dalam dunia pertanian dan juga mengawasi setiap 
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perubahan lahan pertanian.  Masih menurut Suprayitno kecamatan papar masih sedikit alih 
fungsi lahan pertanian menurutnya dalam kurun waktu 4 tahun sekitar 1 hektar lahan 
pertanian yang beralih fungsi. 
Selain itu menurut Purwanto
12
 Dinas Pertanian juga mempunyai agenda rutin sebagai 
wujud sosialisasi yaitu dengan cara mengirim perwakilan setiap bulannya untuk menemui 
kelompok tani yang ada di Kabupaten Kediri. Hal tersebut bertujuan untuk membantu para 
petani jika mengalami masalah yang berkaitan dengan dunia pertanian begitu pula tak lupa 
Dinas Pertanian mewanti-wanti kepada para petani untuk mempertahankan lahan sawahnya 
agar tidak beralih fungsi diluar dunia pertanian. 
Hal tersebut dibenarkan oleh Rakidi
13
 ketua kelompok tani sri rejeki yang ada di wilayah 
kecamatan pagu menurutnya setiap bulannya perwakilan dari Dinas Pertanian menghubungi 
saya kemudian memberikan himbauan bahwa akan ada kunjungan ke daerah saya dan saya 
mengumpulkan anggota kelompok saya. Dalam acara tersebut pihak dari Dinas Pertanian 
selalu memberikan banyak informasi dalam dunia pertanian termasuk dalam hal perlindungan 
lahan pertanian dari alih fungsi. Masih menurut Rakidi pihak Dinas Pertanian pernah 
menyatakan bahwa di kecamatan pagu rencananya akan ada pemetaan sawah sebagai lahan 
pertanian pangan berkelanjutan yang tidak boleh dialih fungsikan. 
Dengan adanya sosialisasi seperti hal di atas ditahun yang akan datang kondisi lahan 
pertanian di Kabupaten Kediri tidak akan beralih fungsi, bisa mengurangi masalah-masalah 
yang ada dalam dunia pertanian, dan mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian. 
Sehingga sektor pertanian di Kabupaten Kediri lebih berkembang dan mampu membantu 
mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menciptakan Kabupaten Kediri sebagai 
pusat agropolitan di wilayah Jawa Timur. 
Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencan Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 terkait perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi 
lahan dilihat dari faktor penegak hukumnya menurut penulis pihak dari Dinas Pertanaian 
memberikan dampak positif dalam pelaksanaannya karena Dinas Pertanian sangat mendukung 
penuh atas perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi melalui program-program dan 
sosialisasi rutin kepada masyarakat, petani dan kelompok tani. 
3. Faktor Sarana Atau Fasilitas 
Menurut Purwanto
14
 untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 
14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 
dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi, Dinas Pertanian 
Kabupaten Kediri juga memberikan sarana atau fasilitas pendukung baik untuk petani maupun 
untuk kelompok tani. Sarana yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kediri untuk 
para petani maupun kelompok tani dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dari alih 
fungsi antara lain: 
a. Bantuan hand traktor ( pengolah tanah ) 
b. Bantuan power traser ( pasca panen ) 
c. Bantuan pupuk organik ( pembenah tanah/ perbaikan kondisi organik tanah ) 
d. Bantuan benih / bibit 
e. Bantuan obat-obatan 
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f. Bantuan bangunan jaringan irigasi 
g. Bantuan jalan usaha tani. 
Menurut Purwanto
15
, pemberian bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani 
maupun secara langsung kepada petani di Kabupaten Kediri yang nanti penggunaan maupun 
pengelolaannya diawasi oleh mantri pertanian masing masing kecamatan, dana yang 
digunakan untuk membantu petani tersebut dianggarkan dari APBD Kabupaten Kediri. Hal 
tersebut dibenarkan oleh Hariadi
16
 anggota kelompok tani randu alas, menyebutkan dulu 
beliau kesulitan membeli pupuk disaat kelangkaan pupuk terjadi tetapi setelah dia bergabung 
dengan kelompok tani randu alas kelangkaan pupuk tidak menjadi masalah karena sudah 
mendapat bagian pupuk dari kelompok tani randu alas, masih menurut Hariadi
17
 untuk 
memperoleh pupuk tersebut cukup mengganti setengah dari harga yang ada di toko pertanian 
dan uangnya untuk mengisi kas kelompok tani randu alas. Yang mana pupuk tersebut 
merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kediri. 
Fasilitas tersebut diberikan kepada petani untuk memberikan semangat maupun faktor 
pendorong bagi petani bahwa bertani mempunyai prospek yang baik, dan dengan adanya 
fasilitas tersebut bisa membangun rasa tanggung jawab para petani terhadap lahan pertanian 
agar tidak beralih fungsi. Dengan adanya bentuk kepedulian pemerintah daerah berupa 
bantuan yang dibutuhkan oleh para petani maka secara tidak langsung dapat membantu 
mencegah alih fungsi lahan pertanian sehingga luas lahan pertanian tidak berkurang dan 
produktifitas hasil panen tidak menurun. Dan berdampak pada tersediannya cadangan pangan 
dimasa yang akan datang, menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan penyediaan 
lapangan pekerjaan, dan juga meningkatkan kesejahteraan para petani. 
Faktor sarana atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal 
membantu petani untuk tetap mempertahankan lahan sawahnya dari alih fungsi sudah cukup 
berpengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian. Kesadaran masyarakat akan potensi lahan 
pertanian dengan sendirinya akan timbul karena mendapatkan perhatian dari Pemerintah 
Kabupaten Kediri. Kegiatan tersebut berpengaruh pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 
2011 Tentang Rencan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 terkait 
perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan menjadi efektif. 
4. Faktor Masyarakat 
Pendapat masyarakat sangat beragam mengenai perlindungan lahan pertanian dari alih 
fungsi, ada yang pro dan ada yang kontra, hal itu juga dipengaruhi oleh informasi dan 
pengetahuan yang mereka dapatkan tentang potensi sektor pertanian dan juga pengetahuan 
tentang bahaya alih fungsi lahan pertanian.  Menurut Supriadi
18
, alih fungsi lahan pertanian 
tidak masalah karena menurut pengalamannya selama bertani tidak ada kemajuan dalam hal 
ekonomi keluargannya sehingga dia memutuskan menjual sawahnya kepada orang lain dan 
dibangun jasa cuci motor dan mobil namun dia menyisakan 14 meter persegi kemudian dia 
mendirikan warung, setelah mendirikan warung penghasilannya meningkat dan ekonomi 
keluarganya terjamin. Dari penghasilan dia sekarang mampu menyisihkan uang untuk 
membeli motor baru untuk berbelanja kebutuhan warung di pasar. 
Melihat pendapat di atas penulis mempunyai sanggahan bahwa alih fungsi lahan 
pertanian yang dilakukan oleh Supriadi dan pemilik jasa cuci mobil mengakibatkan tidak 
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lancarnya saluran irigasi di sawah sekitar karena warung dan jasa cuci mobil itu di bangun di 
atas saluran irigasi sehingga membuat saluran irigasi tersebut tersumbat. Sawah yang berada 
di sekitar bangunan tersebut menjadi kesulitan mendapatkan asupan air irigasi akibatnya 
setiap tanah sawah mulai mengering pemilik sawah lainnya harus menggunakan mesin diesel 
untuk menyedot air dari dalam tanah guna mengairi sawahnya. 
Namun ada juga masyarakat yang mempunyai pendapat berbeda mengenai alih fungsi 
lahan pertanian. Menurut Adi
19
, alih fungsi lahan pertanian seharusnya mendapatkan sanksi 
karena dengan banyaknya alih fungsi lahan pertanian di daerahnya mengakibatkan orang yang 
sebelumnya bekerja sebagai buruh tani sekarang banyak yang menganggur. Karena 
kebanyakan petani sudah menjual sawahnya dan pemilik sawah baru lebih memilih 
mengalihkan fungsi menjadi tempat tinggal dan ruko. Namun Adi lebih memilih untuk 
mempertahankan lahan pertanian miliknya dari alih fungsi lahan karena dari sektor 
pertanianlah dia mendapatkan penghasilan dan juga dia berpendapat kalau sektor pertanian 
dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. 
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa dampak dari alih fungsi lahan pertanian terhadap 
perekonomian masyarakat Kabupaten Kediri sangatlah besar. Seperti yang terjadi di daerah 
kecamatan Ngasem menurut Purwanto
20
, alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Ngasem 
dalam kurun waktu 4 tahun sekitar 230 hektar, sehingga mengakibatkan banyak orang yang 
sebelumnya bekerja sebagai buruh tani sekarang banyak yang menganggur. 
Disinilah perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya lahan pertanian 
dan juga dampak dari alih fungsi lahan pertanian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
mengingat potensi lahan pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri sangat disayangkan 
apabila alih fungsi lahan pertanian terus dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kediri. Sebab 
hal tersebut akan membuat ketimpangan bagi perekonomian Kabupaten Kediri dimasa yang 
akan datang. Pentingnya kerja sama antara masyarakat, petani, dan juga Pemerintah 
Kabupaten Kediri dalam kaitannya mencegah alih fungsi lahan pertanian. Karena akan sia-sia 
Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan fasilitas dalam dunia pertanian apabila tidak 
didukung oleh masyarakat dan juga pemilik lahan/petani. 
5. Faktor Kebudayaan 
Kalau dilihat dari faktor kebudayaan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri 
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-
2030 dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi di Kabupaten 
Kediri,  maka harus melihat nilai-nilai yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 
2010-2030. 
Kebudayaan (sistem) hukum menurut Soerjono Soekanto
21
 pada dasarnya mencakup 
nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak 
mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga 
dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 
dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Nilai-nilai tersebut menurut Purbacaraka dan 
Soerjono Soekanto
22
, adalah sebagai berikut: 
                                                 
19
 Hasil wawancara dengan petani, tanggal 3 September 2014 
20
 Hasil wawancara dengan bagian Humas Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, tanggal 28 Agustus 2014 
21
Soerjono Soekanto. Op.cit. h. 59 
22
Ibid. h. 60 
12 
 
a. Nilai Ketertiban dan nilai ketentraman 
b. Nilai Jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan, 
c. Nilai Kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. 
Apabila dilihat dari nilai Ketertiban dan nilai ketenteraman pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian 
dari alih fungsi di Kabupaten Kediri bertujuan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian 
dan menjadikan Kabupaten Kediri sebagai sentra ekonomi agropolitan. Dengan ditekannya 
laju alih fungsi lahan pertanian diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat dapat meningkat, dan apabila pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan meningkat 
angka kemiskinan dapat dikurangi dan dapat mengurangi juga tingkat ketimpangan sosial. 
Dengan adanya penekanan pada masyarakat tentang larangan alih fungsi lahan pertanian 
di Kabupaten Kediri menurut penulis akan mendapat dukungan dari masyarakat khususnya 
para petani dan  tidak akan mendapat penentangan dari masyarakat, karena mayoritas sektor 
yang paling menonjol dalam perkonomian Kabupaten Kediri adalah pertanian. 
Dalam nilai Jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan maka dengan adanya 
perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan pertanian, maka secara tidak langsung 
menimbulkan dampak bagi para pemilik lahan pertanian yaitu hak kepemilikan lahan 
pertanian menjadi lebih terlindungi dan digunakan sebagaimana fungsinya. Dengan adanya 
kewajiban melindungi lahan pertanian dari alih fungsi, sehingga pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 di dalam kaitannya perlindungan lahan pertanian dari alih 
fungsi menurut penulis menjadi efektif. 
Hal tersebut didukung dengan pendapat Mariono
23
, beliau menyatakan dengan adanya 
perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi membuat hak kepemilikan lahan sawahnya 
menjadi lebih terjamin terlindungi karena akan mendapat sertifikat lagi jika lahan sawahnya 
ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sertifikat yang dimaksud adalah 
sertifikat lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan diberikan kepada pemilik lahan 
yang sawahnya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
Apabila ditinjau dari Nilai Kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme 
dengan adanya perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan menyebabkan suatu 
pembaharuan hukum dalam dunia pertanian. Yang didukung oleh masyarakat karena 
membantu mempertahankan kebudayaan masyarakat Kabupaten Kediri yang mana sejak 
dahulu masyarakat Kabupaten Kediri secara turun menurun menggantungkan 
perekonomiannya pada sektor pertanian. Jadi pada faktor kebudayaan mendukung 
pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan. 
 
Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan 
perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi lahan non pertanian di Kabupaten 
Kediri. 
Hambatan-hambatan pada perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan di 
Kabupaten Kediri menurut Purwanto
24
, antara lain: 
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1. Terus meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Kediri dari tahun ketahun berdasarkan 
sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Kediri tahun 2011 berjumlah 
1.508.208 jiwa, bertambah 8.440 jiwa. Secara tidak langsung berdampak pada pemenuhan 
akan kebutuhan pemukiman baru sehingga menggunakan lahan pertanian untuk 
dialihfungsikan menjadi pemukiman.  
2. Belum ditetapkannya lahan pertanian yang dilindungi atau biasa disebut lahan pertanian 
pangan berkelanjutan di Kabupaten Kediri, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Kediri 
kesulitan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap alih fungsi lahan. Belum 
ditentukannya objek sawah yang dilindungi membuat Dinas Pertanian menjadi kesulitan 
dalam melakukan penolakan terhadap permohonan izin alih fungsi lahan pertanian yang 
dilakukan oleh masyarakat. 
3. Kurangnya kesadaran para masyarakat akan pentingnya lahan pertanian. Hal ini dipengaruhi 
oleh informasi dan pengetahuan yang masyarakat dapatkan tentang potensi sektor pertanian 
dan juga pengetahuan tentang bahaya alih fungsi lahan pertanian. Sosialisasi yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pertanian kurang tepat mencapai sasaran 
kepada seluruh lapisan masyarakat. 
4. Terus meningkatnya dunia industri di Kabupaten Kediri sehingga memanfaatkan lahan 
pertanian sebagai tempat mendirikan industri. Karena para pengusaha lebih memilih 
menjadikan Kabupaten Kediri sebagai tempat mendirikan indutri disebabkan oleh perbedaan 
UMR dengan kota-kota besar seperti Malang, Surabaya, Pasuruan dll. UMR di Kabupaten 
Kediri relatif lebih murah dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. 
5. Kesulitan dalam hal sosialisasi kepada petani karena sebagian petani enggan bergabung 
kepada kelompok tani yang ada di daerahnya. Sebagian dari petani di Kabupaten Kediri ada 
yang bersikap acuh tak acuh jika ada kunjungan dari Dinas Pertanian dalam hal bersosialisasi, 
hanya sebagian dari anggota kelompok tani yang antusias menyambut program-program yang 
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Karena pada kelompok tani ada seorang ketua yang mana 
selalu  mengkoordinir para anggotanya. 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengatasi 
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi 
menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Kediri. 
Upaya perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan dilakukan utamanya 
terhadap petani agar mempunyai kemantapan dan keyakinan bahwa bertani mempunyai prospek 
yang baik, menurut Purwanto
25
, untuk itu Dinas Pertanian Kabupaten Kediri memberi keyakinan 
melalui kegiatan antara lain: 
1. Perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan 
cadangan yang berada di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan. 
2. Pengembangan dan penelitian pertanian melalui analisa tanah budi daya baik mandiri 
maupun kerja sama dengan pihak lain (perguruan tinggi maupun perusahaan 
pertanian). 
3. Pemanfaatan lahan dan hasil pertanian. 
4. Pembinaan kepada kelompok tani dan petani dengan berbagai program ( SLPTT, 
Pelatihan Program Organik, P3A, SL Iklim, SRI dll). 
5. Membuat sistem informasi yang mudah diketahui dan dipahami petani terhadap 
kondisi lahan, usaha tani dan pemasaran hasil usaha tani dengan sosialisasi terus 
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menerus kepada petani tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan disetiap 
kegiatan yang mengumpulkan petani/masyarakat. 
6. Membantu perlindungan dan pembiayaan kepada petani dengan cara: 
a. Memberikan sertifikasi gratis kepada petani yang lahannya masuk sebagai lahan 
pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan program dari pemerintah ( tahun 
2014 yang mendapat sertifikasi gratis 100 orang dengan jumlah 100 petak 
bekerjasama dengan BPN ). Dengan catatan lahan yang telah disertifikatkan 
tersebut tidak boleh dialihfungsikan. 
b. Memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada petani lewat program APBN 
maupun APBD berupa bantuan: 
 Bantuan hand traktor ( pengolah tanah ) 
 Bantuan power traser ( pasca panen ) 
 Bantuan pupuk organik ( pembenah tanah/ perbaikan kondisi organik 
tanah ) 
 Bantuan benih / bibit 
 Bantuan obat-obatan 
 Bantuan bangunan jaringan irigasi 
 Bantuan jalan usaha tani. 
 
KESIMPULAN 
Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 di dalam kaitannya perlindungan lahan pertanian 
dari alih fungsi tidak efektif dikarenakan 2 faktor berikut ini: 
a. Faktor hukumnya sendiri 
Secara substansi hukumnya maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 
2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 di dalam 
kaitannya perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi tidak berjalan efektif, karena belum 
disertakannya lahan pertanian mana yang dilindungi dalam Peraturan Daerah tersebut. 
b. Faktor masyarakat 
Dari faktor masyarakat ini maka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 
14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 
di dalam kaitannya perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi kurang efektif 
hal ini dipengaruhi karena perbedaan tingkat pengetahuan dan juga informasi yang mereka 
dapatkan mengenai potensi lahan pertanian dan dampak dari alih fungsi lahan kurang 
mereka pahami. 
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan 
perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi lahan non pertanian di Kabupaten 
Kediri sebagai berikut: 
a. Terus meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Kediri dari tahun ketahun secara tidak 
langsung memerlukan banyak lahan untuk pemukiman sehingga menggunakan lahan 
pertanian untuk dialihfungsikan menjadi pemukiman. 
b. Belum ditetapkannya lahan pertanian yang dilindungi atau biasa disebut lahan pertanian 
pangan berkelanjutan di Kabupaten Kediri, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Kediri 
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kesulitan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap alih fungsi lahan.  
c. Kurangnya kesadaran para masyarakat akan pentingnya lahan pertanian. 
d. Terus meningkatnya dunia industri di Kabupaten Kediri sehingga memanfaatkan lahan 
pertanian sebagai tempat mendirikan industri. 
e. Kesulitan dalam hal sosialisasi kepada petani karena sebagian petani enggan bergabung 
kepada kelompok tani yang ada di daerahnya. 
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengatasi hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi lahan non 
pertanian di Kabupaten Kediri antara lain: 
a. Perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan yang 
berada di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan. 
b. Pengembangan dan penelitian pertanian melalui analisa tanah budi daya baik mandiri 
maupun kerja sama dengan pihak lain (perguruan tinggi maupun perusahaan pertanian). 
c. Pemanfaatan lahan dan hasil pertanian. 
d. Pembinaan kepada kelompok tani dan petani dengan berbagai program ( SLPTT, Pelatihan 
Program Organik, P3A, SL Iklim, SRI dll). 
e. Membuat sistem informasi yang mudah diketahui dan dipahami petani terhadap kondisi 
lahan, usaha tani dan pemasaran hasil usaha tani dengan sosialisasi terus menerus kepada 
petani tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan disetiap kegiatan yang mengumpulkan 
petani/masyarakat. 
f. Membantu perlindungan dan pembiayaan kepada petani dengan cara: 
1) Memberikan sertifikasi gratis kepada petani yang lahannya masuk sebagai lahan 
pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan program dari pemerintah ( tahun 2014 
yang mendapat sertifikasi gratis 100 orang dengan jumlah 100 petak bekerjasama 
dengan BPN ). Dengan catatan lahan yang telah disertifikatkan tersebut tidak boleh 
dialihfungsikan. 
2) Memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada petani lewat program APBN maupun 
APBD berupa bantuan: 
 Bantuan hand traktor ( pengolah tanah ) 
 Bantuan power traser ( pasca panen ) 
 Bantuan pupuk organik ( pembenah tanah/ perbaikan kondisi organik tanah ) 
 Bantuan benih / bibit 
 Bantuan obat-obatan 
 Bantuan bangunan jaringan irigasi 
 Bantuan jalan usaha tani. 
 
SARAN 
Saran-saran yang dapat penulis berikan dalam kebijakan perlindungan lahan pertanian di 
Kabupaten Kediri adalah: 
1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Kediri segera mungkin untuk merealisasikan hasil 
pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kediri 
kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri. 
2. Lebih meningkatkan kegiatan Sosialisasi, advokasi, edukasi, Konseling  tentang potensi lahan 
pertanian Kabupaten Kediri dan mengenai dampak dari alih fungsi lahan pertanian. 
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3. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pertanian Kabupaten Kediri seharusnya lebih 
mempertegas dalam hal penolakan permohonan izin alih fungsi lahan pertanian yang diajukan 
oleh masyarakat. 
4. Pemerintah Kabupaten Kediri harus bisa menekan laju pertumbuhan penduduk untuk 
menghindari alih fungsi lahan pertanian untuk dijadikan pemukiman. 
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